WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

: bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan

Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



D

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587,  sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Transper ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Tahun 2024
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Kepala Daerah adalah Wali Kota Palangka Raya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Pasal 2
Anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
tahun  anggaran 2024 sebesar  Rp. 1.429.163.442.707,00 setelah
perubahan bertambah sebesar Rp. 192.634.021.109,00 sehingga menjadi
Rp. 1.621.797.463.816,00, dengan rincian sebagai berikut:
(1) Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.333.476.507.896,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 130.535.240.812,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.464.011.748.708,00
(2) Belanja daerah

a. Semula Rp. 1.362.576.731.366,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 187.364.021.109,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.549.940.752.475,00

(3) Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp. 95.686.934.811,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 62.098.780.297.00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp. 157.785.715.108,00
b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp. 66.586.711.341,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.270.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 71.856.711.341,00
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 85.929.003.767,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja

daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis objek dan rincian

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
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Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan
bersifat umum dan bersifat khusus;

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi
dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas
bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja
dan pembiayaan,;

Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek
dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan

program prioritas perbatasan negara;

Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX,
Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 28 Oktober 2024

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 28 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA ANGKA RAYA,

ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 35



